Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: § TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999, perlu dilakukan penataan dan penyesuian kembali dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerja Inspektorat,
Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penataan dan
penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55 T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomc:
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

3 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD adalah Devar
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri ato<
Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Provinsi dan Lembage .
Provinsi;

6. . Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

9. Sekretaris DPRD  adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara ;
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10.  Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

11. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
Pemerintah  Provinsi kepada kabupatenkota dan/atau desa serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

13, Rumah Sakit Umum Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumch Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;

15, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Sulawesi Tenggara;

16.  Sekretariat Pelaksana Badan Narkotika adalah Sekretariat Pelaksana Badan Narkotika Provinsi
Sulawesi Tenggara; ]

17.  Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1)  Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Lingkungan Hidup;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Badan Ketahanan Pangan;
10. Badan Penanam Modal Daerah;
11. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Rumah Sakit Umum Provinsi;
13. Rumah Sakit Jiwa.

d. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah terdiri dari :
1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
tercantum pada lampiran | s/d XVIII Peraturan Daerah ini.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur;

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik;

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan
Rumah Sakit;

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan yang
berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, sedangkan yang berbentuk Re:rvi

oleh Direktur;

Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;

Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis
Daerah mempunyai fungsi :

a.
b.

C.
d.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang;

d. Sub Bagian/Sub Bidang;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.
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Bagian Pc
Inspektc
Pasal ©

(1) Inspektorat terdiri atas :

Inspektur;

Sekretariat ;

Inspektur Pembantu Wilayah [ ;
Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah Il ;
Inspektur Pembantu Wilayah 1V,
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
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(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud ¢
Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab lan¢

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yan:
Inspektur.

Pasal

(1) Sekretariat terdiri dari :
Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
Sub Bagian Administrasi dan Umum.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bag
kepada Sekretaris.

Pasal

(1) Inspektur Pembantu Wilayah | terdiri dari :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembar
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerir
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasy
(2)  Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal

(1) Inspektur Pembantu Wilayah Il terdiri dari :
a.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembz
b.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemer
c.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemas
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
Inspektur Pembantu Wilayah II.
Pasal *

(1) Inspektur Pembantu Wilayah Il terdiri dari :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemb:
b.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Peme:
c.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemas
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
Inspektur Pembantu Wilayah |Il.

wvat (1) dipimpin oleh seorang kepala
«epada Inspektur;

2 dibawah dan bertanggungjawab kepada

3 berada dibawah dan bertanggungjawab

1

dibawah dan bertanggungjawab kepada

.
dibawah dan bertanggungjawab kepada

a.
dibawah dan bertanggungjawab kepada
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Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
c.  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Bagian kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
Kepala Badan ;
Sekretariat ;
Bidang Ekonomi;

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
Bidang Fisik dan Prasarana;
Bidang Pengembangan Wilayah;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
b. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan Keuangan Daerah.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 15

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan,
b. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kependudukan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
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Pasal 16

(1) Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari :
a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
b.  Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Makro.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 17

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
b.  Sub Bidang Perhubungan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari :
a.  Sub Bidang Penataan Ruang;
b.  Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 19

(1) Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;
e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
f. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan,
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggurg;..
kepada Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan,
b. Sub Bagian Keuangan,
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¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)  Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah an
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 21

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal terdiri dari -
a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
b. Sub Bidang Amdal.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal.

Pasal 22

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari -
a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah,

Pasal 23

(1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 24

(1) Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggu
kepada Kepala Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan.

Hgj won

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Pasal 25

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan:

Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga;

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@ o ao0 o
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(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
b.  Sub Bagian Keuangan;
¢.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2)  Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

(1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan;
b.  Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan, Aset Desa/Kelurahan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 28

(1) Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Pedesaan;
b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 29
(1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

a.  Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Masyarakat;
b.  Sub Bidang Ekonomi Pedesaan, Produksi dan Pemasaran.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 30
(1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
a.  Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
b.  Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala' Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
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Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Pasal 31

(1) Badan Pemberdayaan Perem
a.  Kepala Badan;
b.  Sekretariat;
C.  Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e.
f.
g

puan dan Keluarga Berencana terdiri atas :

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi;
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)"Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inj dipim

pin oleh seorang Kepala Bidang
yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dip

impin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 32
(1) Sekretariat terdiri dari -

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
C. Sub Bagian Perencanaan.

() Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari -
a. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya;
b.  Sub Bidang Ekonomi.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggun. .
kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 34

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
b. Sub Bidang Pelindungan Anak.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 35

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari -
a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertan

ggungjawab
kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
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Pasal 36

(1) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi terdiri dari :
a.  Sub Bidang Kelembagaan; '
. Sub Bidang Data dan Informasi. ) . -
(2) SulsJ Bida:g dipimp%n oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjaw:
kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 37 )
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang Hubungan Antar Lembaga;
Bidang Wawasan Kebangsaan;
Bidang Perlindungan Masyarakat;
Bidang Ketentraman.

Kelompok Jabatan Fungsional.

@ o a0 o

(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

) ) da
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa
Kepala Badan.

Pasal 38

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanaan;
b.  Sub Bagian Keuangan,; .
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. _ o
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawari v.
kepada Sekretaris.

Pasal 39

1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari . ‘
e a ? Sub Bidang Organisasi Politik dan Sosial Kema;yargllkatan,
. i islatif dan Pemilu.
b.  Sub Bidang Hubungan Lembaga Legis i . .
(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan hert G
kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 40

(1) Bidang Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Pembauran Bangsa;
b.  Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
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Pasal 41

(1) Bidang l;’erlindungan Masyarakat terdiri dari -
a.  Sub Bidang Peningkatan SDM Satyan Perlind
i ungan M ;
b Sub Bidang Penyelamatan dan Rehapiltasj o 2K
(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidan
kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 42

(1) Bidang Ketentraman terdiri dari :
a.  Sub Bidang Analisa Gangguan;
b.  Sub Bidang Evaluyasi Kebijakan, -

( ) |
2 SUb Blda '9 d'p"”p” olen sema“g I:epala SUb Blda”g )a 9 be ada dlbaWah dar belta .ggu gja\lab

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 43

(1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- Kepala Badan;

Sekretariat;

B_ldang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;

B!dang Pengembangan;

Blldang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
Bidang Pemberhentian dan Pensiun; ,
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipim

- in ol :
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan; P oleh seorang Kepala Bidang yang

(3) Sekretariat dipimpin oleh s i i
aolis p eorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab keperls:

Pasal 44

(1) Sekretariat terdiri dar -
a. Sub Bagian Umum:
b. Sub Bagian Kepegawaian:
¢. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

( ) | I ~ -
2 sUb Bag an d pi pIn oleh seo a g Kepala SUb Bag al yal 19 be ada d bawa da [

Pasal 45

(1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari -
a. Sub B!dang Formasi Pegawai:
b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.

Pasal 46

(1) Bidang Pengembangan terdiri dari :
a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
b. Sub Bidang Pemberdayaan PNS;

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Pasal 47

(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
b. Sub Bidang Informasi Pegawai.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

Pasal 48

(1) Bidang Pemberhentian dan Pensiun terdiri dari :
a.  Sub Bidang Kedudukan Hukum;
b.  Sub Bidang Pensiun.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

Bagian Kedelapan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 49

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat;
c. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
d. Bidang Diklat Teknik Fungsional;
e. Bidang Diklat Struktural;
f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
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Pasal 50

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanan;
b.  Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum, Kepustakaan dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian cipimpin oleh seorang Ke aia S i i j
) 9 Kepaia Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

Pasal 51

(1) Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan terdiri dari :

a.  Sub Bidang Diklat Manajemen Pembinaan Politik Dala i
i . > m Negeri dan Kesat ;
b. Sub Bidang Diklat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daera%. e

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Ke i i -
. pala Sub Bidang yang berada dib j
kepada Kepala Bidang Diklat Manajemen Pemerintaf{an.g aeh dan bedenggungiaab

Pasal 52

(1) Bidang Diklat Teknis Fungsional terdiri dari :
a.  Sub Bidang Diklat Teknis;
b.  Sub Bidang Diklat Fungsional.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Ke, i i
pala Sub Bidang yang berada d j
kepada Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional. 9yens SRR el by s

Pasal 53

(1) Bidang Diklat Struktural terdiri dari -
a. Sub B?dang Diklat Struktural Tingkat Dasar:
b.  Sub Bidang Diklat Struktural Berjenjang.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang berada di j
kepada Kepala Bidang Diklat Struktural, 9 ¥219 herada dloaan dan pertanggngjana

Pasal 54

(1) Bidang Pengk_anjian dan Pengembangan terdiri dari -
a. Sub B!dang Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Diklat:
b.  Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Kediklatan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Ke, i i
. pala Sub Bidang yang berada dibawah d j
kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan. =i e gaGArsl
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Bagian Kesembilan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 55

(1)  Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
Kepala Badan ;

Sekretariat ;

Bidang Ekonomi aan Keuangan;

Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik;

Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya;
Bidang Dokumentasi dan Informasi;

Unit Pelaksana Teknis Badan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

T@ o a0 o

(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan ;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 56

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 57

(1) Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Ekonomi;
b.  Sub Bidang Keuangan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 58

(1) Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik terdiri dari :
a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
b.  Sub Bidang Sumber Daya Fisik.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik.

Pasal 59

(1) Bidang Politik, Pemerintahan.dan Sosial Budaya terdiri dari :
a. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;
b.  Sub Bidang Sosial Budaya.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya.
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Pasal 60

(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi terdiri dar -
a. Sub Bidang Dokumentasi:
b. Sub Bidang Informasi.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi.

Bagian Kesepuluh

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 61
(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
. Kepala Badan ;
Sekretariat ;

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;

Bidang Pembinaan Perpustakaan;

Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan;
Bidang Pengolahan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan:

Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

STe~oaoow

(2)  Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 62

(1) Sekretariat terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perencanaan:
b.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
¢. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 63
(1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari -
a.  Sub Bidang Deposit;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.

83

Pasal 64

(1) Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
b.  Sub Bidang Kelembagaan Perpustekaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada ditawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan

Pasal 65

(1) Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Layananan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
b.  Sub Bidang Otomasi Perpustakaan.

(2) Sub Bidang dipimbin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan dan Otomasi
Perpustakaan.

Pasal 66

(1) Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Arsip Dinamis;
b.  Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan.

Pasal 67

(1) Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan terdiri dari ;
a. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
b. Sub Bidang Pengawasan/Supervisi Kearsipan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan.

Bagian Kedua belas
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 68

(1) Badan Ketahanan Pangan terdiri atas :
a. Kepala Badan;
. Sekretariat;
. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
. Bidang Distribusi Pangan;
. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 'yang
bertanggunjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
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Pasal 69

(1) Sekretariat terdiri dari -
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 70

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari -
a.  Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan;
b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanqgunaio:-h
kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 71

(1) Bidang Distribusi Pangan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan;
b. Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan.

Pasal 72

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari -
a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
b. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanagunoiaw i
kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga belas
Badan Penanaman Modal Daerah

Pasal 73

(1) Badan Penanaman Modal Daerah terdiri atas -
. Kepala Badan;
. Sekretariat;
- Bidang Litbang
. Bidang Informasi dan Promosi;
. Bidang Perizinan;
Bidang Pengendalian:
. Kelompok Jabatan Fungsional.

Q@ T a0 own

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yaig hoere 1 0

bawah dan bertanggunjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 74

(1) Sekretariat terdiri dari : .
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 75

(1) Bidang Litbang terdiri dari : .
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Pengkajian. _ _ .

(2) Sub Bidang dipingpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Litbang.

Pasal 76

(1) Bidang Informasi dan Promosi terdiri dari :
a. Sub Bidang Informasi;
b. Sub Bidang Promosi. ' . ‘

(2) Sub Bidang dipirgpin oleh seorang Kepala Sub Sxdang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Informasi dan Promosi.

Pasal 77

1) Bidang Perizinan terdiri dari : o

W a. Séub Bidang Peraturan Perundang-Undangaq dan Verifikasi;
b. Sub Bidang Perizinan dan Penetapan Lokagl. ' '

(2) Sub Bidang dipirgpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 78

(1) Bidang Pengendalian terdiri dari : .
a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan. A . ‘

(2) Sub Bidang dipirgpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian.
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Bagian Kempat belas

Kantor Penghubung Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 79

(1) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
. Kepala Kantor ; .
. Sekretariat;
. Seksi Penghubung Antar Lembaga;
- Seksi Promosi dan Informasi ;
. Seksi Perlengkapan ;
Seksi Penghubung Surabaya;
. Seksi Penghubung Makassar,
- Kelompok Jabatan Fungsional.

ST To a0 oo

(2)  Seksi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala %7
?::ggggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provis; .
ra. -

Bagian Kelima belas
Rumah Sakit Umum Provinsi
Pasal 80

(1) Rumah Sakit Umum Provinsi terdiri atas:
a. Direktur Rumah Sakit;
b. Wakil Direktur Pelayanan;
. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
. Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat;
. Jabatan Fungsional.

D ao

)] Wakil Direktur-Wakil Direk_tur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorana v
Direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi. o

Pasal 81

(1) Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari -
a.  Bidang Pelayanan Medis;
b.  Bidang Pelayanan Keperawatan;
C.  Bidang Penunjang Pelayanan.

( ) P p en s
2 Bda g dipin in O eorar g Kepa a Bda g ya g belada dlbawa dal bel ta 1ggu g]awab kepada

Pasal 82

(1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari -
a. Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Medis;
b. Seksi Pengendalian Mutu dan Yanmed,

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi i j
. yang berada dibawah dan b
Kepala Bidang Pelayanan Medis. TR, kepata
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Pasal 83

(1) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
a. Seksi Asuhan Keperawatan;
b. Seksi Manajemen Keperawatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang terada dibawzh dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 84

(1) Bidang Penunjang Pelayanan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanar Fasilitas Penunjang Medis;
b.  Seksi Pengendalian Mutu dan Medis.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Pelayanan.
Pasal 85

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :
a. Bagian Umum;
b. Bagian SDM;
c. Bagian Keuangan.

(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 86

(1) Bagian Umum terdiri dari :
a.  Sub Bagian Administrasi dan Ketatausahaan;
b.  Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c.  Sub Bagian Humas dan Hukum.
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 87

(1) Bagian SDM terdiri dari :
a.  Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Penempatan;
b.  Sub Bagian Pengembangan SDM;
c.  Sub Bagian Mutasi dan Akreditasi;
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian SDM.

Pasal 88

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a.  Sub Bagian Perbendaharaan;
b.  Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi;
c.  Sub Bagian Mobilisasi Dana.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Keuangan.
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Pasal 89
Bagian Ketujuh belas

(1) Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat terdiri dari :
a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
b.  Bidang Informasi dan Rekam Medis;
¢.  Bidang Diklat dan Litbang.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

@ Ba(‘i('z:a?;psv“gi'i‘l l?)'ifgktseofgang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Patalon
ur Perencanaan dan Diklat.
(1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas
Pasal 90 a. Kepala Sekretariat;

1) Bi b. TataUsaha;
(1) Bidang Pereqcanaan dan Evaluasi terdiri dari : c. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan;

g Seks! Penyusqnan Program dan Anggaran; d. Bidang Kelembagaan; :
(2) Seksi dsi;‘::":f"all”is' dan Penyusunan Laporan. e. Bidang Penyelenggaraan;

npin oleh seorang Kepala Seksi yang berada diba AR Brned f.  Bidang Sarana dan Prasarana,
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi. ? el e beranguUATGIaNaD opect g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggunjawab langsung kepada Kepala Sekretariat;

Pasal 91

(1) Bidang Informasi dan Rekam Medis terdiri dari :
a.  Seksi Sistem Informasi dan Pemasaran;
b.  Seksi Rekam Medis.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

(3) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sekretariat.

Kepala Bidang Informasi dan Rekam Medis. Pasal 95
Pasal 92 (1) Tata Usaha terdiri dari :
1) Bi . ) a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
() |daang glklia? g?:' Litbang terdiri dari: b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- oeksi Diklat c.  Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2 Selli' ‘ d‘S?kSI .thblang dan Perpustakaan. (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
si dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang b i : Kepada Tata Usaha.
Kepala Bidang Dikiat dan Litbang. yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada P
Pasal 96
Bagian Keenam belas
(1) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM  Penyuluhan terdiri dari :
Rumah Sakit Jiwa a.  Sub Bidang Penyuluh PNS/Aparatur;
b. Sub Bidang Penyuluh Swasta/Swadaya.
Pasal 93 (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
- kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan.
(1) Rumah Sakit Jiwa terdiri atas :
. gepa'a ; Pasal 97
. Sekretariat;
(Cj. gz::sf I;enunjang dan Pelayanan Medik; (1) Bidang Kelembagaan terdiri dari :
: si Perawatan; a.  Sub Bidang Kelembagaan Petani;
e.  Seksi Pendidikan dan Pelatihan; b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

(2)  Seksi b kepada Kepala Bidang Kelembagaan.
eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi ang Kepa :
A pin oleh seorang Kepuie
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa. v Pasal 98

(1) Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :
a.  Sub Bidang Tata Penyuluhan;
b.  Sub Bidang Kerjasama.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan.
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Pasal 99

(1) Bidang Sar_ana dan Prasarana terdiri dari :
a. Sub B!dang Teknologi dan Informasi:
b. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.

(2) SUb B'dal g d|p| 'pl“ Oleh seorar g Kepa a Sub Blda 19 ya 'g be| ada dlbawa 1 dal be tal ggU lg awab

Bagian Kedelapan belas
Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Pasal 100

(1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi terdiri atas -
a. Kepala Pelaksana Harian; .
b. Sekretariat ;

. Bidang Pencegahan:

: deang Gakkum/Telematika:

. Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

@® Qo

(2) Bidang sebagaimana dimaksud i
3 pada ayat (1) dipimpin oleh seoran Kepala Bidan
bertanggunjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkgotik: Fl;aroavinBs!ic‘ia“g rone

(3) Sekretariat dipimpin oleh seoran i
g Sekretaris yan i j
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika P);ovi%s?.erada dbatan dan PerEnagungfavab kepada

Pasal 101

(1) Sekretariat terdiri darj -
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bag!'an Perencanaan dan Keuangan:
C. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah

kepada Sekretaris. dan bertanggungjawab

Pasal 102

(1) Bidang Pencegahan terdiri dari :
a. Sub Bidang Diklat;
2 s bb Sub Bidang Penyuluhan.
ub Bidang dipimpin oleh seorang Ke ala Sub Bi
g ) :
i Feil e Pencegga e r? Idang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

Pasal 103

(1) Bidang Gaki'<um/T elematika terdiri dari -
a. Sub B_ldang Pengawasan/Penindakan:
b. Sub Bidang Humas/Dokumentasi.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah d

kepada Kepala Bidang Gakkum/Telematika, an bertanggungjawab
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Pasal 104

(1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :
a.  Sub Bidang Terapi;
b.  Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.
(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitas
Bagian Kesembilan belas
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Pasal 105

(1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
c. Sub Bagian Adminstrasi Perizinan;
d. Sub Bagian Komunikasi.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

(3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
Fungsional bertanggungjawab Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara
Administrasi kepada kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 106

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi
sesuai dengan keahliannya.

Pasal 107

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur,
(3)  Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional yang bersifat spesifik sebagai pelaksanaan

kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Badan Provinsi.

Pasal 109
Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Perﬁerintah dan urusan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang masih ditangani oleh provinsi berdasarkan peraturan perundarg-
undangan yang berlaku dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada kabupaten/kota VGG
wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota.

Pasal 110

Pembentukan, jenis, penjabaran tugas dan susunan organisasi  Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah  Provinsi serta dengan instansi diluar
Pemerintah Provinsi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 112
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerankan
prinsip koordinasi, itegrasi dan singkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lciyys:

sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Sefiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi  wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

Pasal 113

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 114

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal 115

i i i la Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepal . : :
mematuhi petu‘:u'uk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 116

i iteri i j i hannya, wajib diolah dan digunakan
tiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawa A : :
sS:blagai t‘))ahan {Jnll?k menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada
bawahannya.

Pasal 117

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Ke;iala Satuan Organisasi ba\INahannya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 119

(1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan

tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2)  Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala

Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.
Pasal 120

i i ing-masi ejabat dalam lingkungan
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing p '
Pemerintah ’;rovinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIl

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 121

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Lembaga
Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

(2)  Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Sekretaris Daerah; .

(3)  Inspektur, Kepala Badan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan adalah eselon Il.a;

(4)  Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah eselon I1.b;

(6)  Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon I1.b;
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(6)  Kepala Kantor, Sekretariat KPID, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Rumah Sakit Jiv
dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon lll.a;

(7)  Kepala Bagian, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon lIL.b;

(8)  Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Esalon IV.a;

(9 Pejabat Eselon il dan IV di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah;

(10)  Formasi dan persyaratan jebatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 122

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur;

(2)  Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya
sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(3) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan

Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan tidak beriaku
lagi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di  Kendari
Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008 NOMOR :5
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LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 28 JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
T
[ | ]
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
EVALUASI DAN | | ADMINISTRASI
PERENCANAAN | “pEy ApORAN DAN UMUM
[ | | ]
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU
WILAYAH | WILAYAH I WILAYAH i WILAYAH IV
] 1 ] I |
SEKSI SEKS! SEKS! SEKS!
PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS
PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID.
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS!
PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS
PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID.
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
t SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI
PENGAWAS U pencawas U pencawas U pencawas
PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID. PEMERINTAH BID.
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM
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LAMPIRAN Il :
NOMOR
TANGGAL

5 TAHUN 2008
28 JULI 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGC ™"

AGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL L |
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
l l I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI SOSIAL BUDAYA PEMANTAUAN DAN FISIK DAN PENGEMBANGAN
EVALUASI PRASARANA WILAYAH
— ] — 1 S — 1
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
H PERTAN, PERKEB, | { KESEJAHTERAAN |H STATISTIKDAN [H PEMUKIMAN DAN |H PENATAAN
KEHUT, PERIK. SOSIAL DAN PELAPORAN PRASARANA RUANG
DAN KELAUTAN KEBUDAYAAN WILAYAH
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
L PERINDAG, KOP. PEMERINTAHAN, (L MONEV. DAN 4 PERHUBUNGAN | U SDA DAN
DAN KEUANGAN PENDIDIKAN, DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN
DAERAH KEPENDUDUKAN MAKRO HIDUP

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

08

. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAR/

LAMPIRAN Il
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 28 JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
{ SEKRETARIAT J
- 1 1
KEL%&%(J)QTAN SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
N KEUANGAN UMUM DAN
] PERENCANAA KEPEGAWAIAN
[ [ [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENAATAN
TATALINGKUNGAN PENCEMARAN LINGK. & KERUSAKAN & DAN KOMUNIKAS!
DAN AMBAL PENGELOLAAN LIMBAH PEMULIHAN LINGK. LINGKUNGAN
] T | |
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| KonservasI DAN P;g%g,?ﬁém Pi”é%ﬁgﬁﬁﬁ” PENLEISQEGE c};ﬂfw
TATA UINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN
L SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN
AMDAL PENGELOAAN PEMULIHAN MASYARAKAT DAN
LIMBAH DOMESTIK NGKUNGAN plpipil
DAN B-3 LINGKUNGAN

UPTD

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM




LAMPIRAN IV :

NOMOR
TANGGAL :

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN [ —
FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENCANAAN
& PERATURAN Klfé’Ff‘ENGGAAV': A‘m UMUM
PER-UU
[ [ I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN,
PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI SUMBER DAYA ALAM
DESA DAN KELURAHAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI
KELUARGA TEPAT GUNA
| 1] 1 ]
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| FASILITASI PENGEMS, KESEJAHTERAAN USAHA PERKREDITAN LEMBAGA
KAPASITAS SOSIAL, BUDAYA DAN DAN SIMPAN PINJAM KEMASYARAKATAN DAN
PEMERINTAHAN DESA/ TENAGA KERJA MASYARAKAT PENGEMBANGAN
KELURAHAN PEDESAAN KAWASAN PEDESAAN !
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
U ADMINISTRASI, 4 PEMBEDAYAAN 4 EKONOMIPEDESAAN, | Y PEMANFAATAN
PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM
KEUANGAN, ASSET KELUARGA PEMASARAN DAN TEKNOLOGI
DESA /KELURAHAN TEPAT GUNA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H.NUR ALAM
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LAMPIRANV  : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL 28 JULI 2008
BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA
JL SEKRETARIAT J
KELOMPOK JABATAN . ! ;
PScSO. SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN AN || PERENCANAAY
] KEPEGAWAIAN || KEUANGA!
[ 1 | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELEMBAGAAN
ouP PEMBERDAYAAN KELUARGA BERENCANA
KLPLAELFI?TE/:ASPUL\N PEREMPUAN DAN DAN KELUARGA DATA DAN INFORMAS|
PERLINDUNGAN ANAK SEJAHTERA

] ] T 1

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

i . |
POLITIK, SOSIAL PEMBERDAYAAN KELUARG CELEMBAGAAN
DAN BUDAYA PEREMPUAN BERENCANA
SUB BIDANG SUB BIDANG | sussibanG | sussioanc
KELUARGA DATA DAN INFORMASI
EHONOM) PERLINDUNGAN ANAK il

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALA

M
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LAMPIRAN Vi

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGAT:

§ TAHUN 2008
28 JULI 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
: SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN [ 1
FUNGSIONAL
SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN
PERENCANAAN || - KEUANGAN || | IMOMDAN |
[ | [ 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
HUBUNGAN ANTAR WAWASAN PERLINDUNGAN
LEMBAGA KEBANGSAAN MASYARAKAT KETENTRAMAN

] ] ] T

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| ORGANISASIPOLITIK | []  pEMBAURAN PENINGKATAN i

DAN SOSIAL BANGSA SDM SATUAN ANALISA

KEMASYARAKATAN LINMAS GANGGUAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
HUBUNGAN 1 xEvanean PENYELAMATAN y EVALUAS!
LEMBAGA LEGISLATIF BANGSA DAN REHABILITAS!
DAN PEMILU KEBHAKAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
L ,
KELOMPOK JABATAN [ 1 |
FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
KEUANGAN &
UMUM
KEPEGAWAIAN | | oo o it
| | I 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGADAAN DAN DOKUMENTAS! DAN PEMBERHENTIAN DAN
MUTASI PEGAWAI PENGEMBANGAN INFORMAS! KEPEG. PENSIUN
] 1 1] T
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
I MUTASI DOKUMENTASI KEDUDUKAN
FORMAS! FEGAWAI JABATAN PEGAWAI HUKUM
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG | sussanc
MUTASI PEGAWAI INFORMASI
N PNS PENSIUN
PROVINSI DAN PEMBERDAYAA PEGAWAI
KAB.KOTA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM



LAMPIRAN X~ : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGA'
NOMOR @ 5 TAHUN2008
LAMPIRAN VIl PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWES! TENGGARA L s

NOMOR TAHUN 2008

TANGGAL BAGAN _

STRUKTUR ORGANISA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
paCaN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
KEPALA SEKRETARIAT
. } 1
KELOMPOK JABATAN [
SEKRETARIAT FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PENYUSUNAN ||\ ciiaNGAN & UMUM DAN
u TSS&“S&EXQ PERLENGKAPAN| | KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN ] |
PSS SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG. I
UMUM, — I |
PERENCANAAN KEUANGAN KEPUSTAKAAN BIDANG BIDANG
& KEPEGAWAIAN BIDANG BIANG
EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM POLITIK, PEMERINT. DOKUMENTASI DAN
KEUANGAN DAN FISIK DAN SOSIAL BUDAYA INFORMASI
| I 1 ] e 1 R -
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG SUB BIDANG
DIKLAT MANAJEMEN DIKLAT DIKLAT STRUKTURAL PENGKAJIAN DAN SUB BIDANG | SUB BIDANG S;LCI)EE |$:g;’:Gr\1 | -
PEMERINTAHAN TEKNIK FUNGSIONAL PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAHAN
| ] ] ]
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG i SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
- U
DIKLAT MANAJEMEN DIKLAT DIKLAT STRUKTURAL PENGKAJIAN DAN U
AYA INFORMASI
PEMB. POLITIK DALAM TEKNIS TINGKAT DASAR PENGEMBANGAN KEUANGAN SUMBER DAYA FISIK SOSIAL BUD
NEGER! DAN KESBANG KURIKULUM DIKLAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG ‘ UPTD
DIKLAT ] DIKLAT DIKLAT STRUKTURAL PENGEMBANGAN
PEMERINTAHAN UMUM FUNGSIONAL BERJENJANG DAN KERJASAMA
DAN OTONOMI DAERAH KEDIKLATAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
H NUR ALAM
H NUR ALAM




LAMPIRAN X - PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL :

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT )
KELOMPOK JABATAN | I ]
FUNGSIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG !
DEPOSIT PENGEMS. PEMBINAAN LAY. PERPUSTAKAAN,| | PENELOLAAN ARSIP PEMBINAAN,
& PENGOLAHAN PERPUSTAKAAN || PELES. BAHAN PUS. | | DINAMIS, STATIS & | | PENGAW./SUPERVISI
BAHAN PUSTAKA & OTOMASI PERPUS. | | PENGEMB. KEARSIPAN | | & PELAY. KEARSIPAN
] ] | ] ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI
U DEPOSIT H SUMBERDAYA | H LAYANANPERPUS. | H PENGEMBANGAN | PEMBINAAN DAN
MANUSIA & PELESTARIAN & PENGELOLAAN PELAYANAN
BAHAN PUSTAKA ARSIP DINAMIS KEARSIPAN
SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI
L PENGEMBANGAN | U KELEMB. PERPUS. |U  oTOMAS 4 PENGELOLAAN |l  PENGAWASAN/
& PENGOLAHAN & PEMBUDAYAAN PERPUSTAKAAN ARSIP STATIS SUPERVISI
BAHAN PUSTAKA | |KEGEMR. MEMBACA KEARSIPAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
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LAMPIRAN XI -

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR

TAHUN 2008

TANGGAL

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN ; y
PUNGSIDNA SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENC. EVA || KEUANGAN& || uUMUMDAN
& PELAPORAN | | PERLENGKAPAN| | KEPEGAWAIA:
[ ]
BIDANG BIDANG BIDANG
| DAN
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN KE'Z?;R‘/J\“QSPANGAN
KERAWANAN PANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMANTAUAN ANALISIS DISTRIBUSI KONSUMS! DAN N
PRODUKS! DAN PANGAN PENGAgimmGAM
CADANGAN PANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG | sussianc
KEAMANAN DAN
KERAWANAN ANALISIS HARGA DAN
AKSES PANGAN REFERENS| PANGAN
PANGAY MASYARAKAT

H. . NUR ALAM

107



LAMPIRAN XII

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGG/.f
TAHUN 2008

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAIL DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA——'

|
SEKRETARIAT l
I
KELOMPOK JABATAN
[ ]
FLMNGEIONAL SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG. W
KEUANGAN DAN| |  UMuMDAN |
KEPEGAWAIAN |1 ™" broGRAM | |PERLENGKAPAN |
[ | | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG |
LITBANG INFORMAS! DAN PERIZINAN PENGENDALIAN
PROMOSI
1 1] ] ]

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENELITIAN DAN i INFORMASI PER-UU PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN DAN VERIFIKASI PENGENDALIAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

) T PROMOS| 1  PERIZINAN DAN PENDATAAN DAN

PENGKAJIAN PENETAPAN LOKASI PELAPORAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM
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LAMPIRAN XIII

NOMOR
TANGGAL :

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PEMER.N 427
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT

—

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGHUBUNG PENGHUBUNG
PENGHUBUNG PROMOSI DAN PERLENGKAPAN
ANTAR LEMBAGA INFORMASI ER SURABAYA MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM

209
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LAMPIRAN XVI

NOMOR
TANGGAL

© PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWESI TENG™ """

TAHUN 2008

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA SEKRETARIAT
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN I 1
\ |
R SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
UMUM DAN PERENCANAAN | | KEUANGAN DAN

] KEPEGAWAIAN & EVALUASI PERLENGKPAN

1

[ | I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KETENAGAAN DAN
PENGEMBANGAN SOM KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA
PENYULUHAN
1 — 1 1 1

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PENYULUH PNS/ I KELEMBAGAAN TATA TEKNOLOGI DAN
APARATUR PETANI PENYULUHAN INFORMASI

| SUB BIDANG Ll SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG l
PENYULUH KELEMBAGAAN KERJASAMA SARANA PENYULUHAN
SWASTA/SWADAYA PEMERINTAH

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. . NUR ALAM
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LAMPIRAN XVII

BAGAN

NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN I -
FNCSRN, SUB BAG. SUB BAG. SUB BAG.
PERENCANAAN
UMUM PR aNoan| | KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
TERAPI DAN
GAKKUMTELEMATIKA
RENCEGAHAN REHABILITAS|
] ] 1]
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
I DIKLAT 1 PENGAWASAN/ i TERAPI
PENINDAKAN
| susamanG |  sussmanc | sussane
PENYULUHAN HUMAS REHABILITASI
DOKUMENTAS| SOSIAL

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H NUR ALAM



